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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8
Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3
Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan Keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut diatas telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten
Malinau yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Malinau No. 29/DPRD/2014 Tentang Penetapan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Malinau terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 menjadi Peraturan Daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malinau Tahun Angkatan 2013.

- Dasar Hukum: UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU
No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun
2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24
Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP
No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005;
PP No. 37 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun
2007; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres. No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 53 Tahun
2007; Permendagri No. 21 Tahun Tahun 2011; Perda Kab. Malinau No. 8 Tahun 2008;
Perda Kab. Malinau No. 16 Tahun 2012; Perda Kab. Malinau No. 1 Tahun 2013; Perda Kab.
Malinau No. 2 Tahun 2013; Perbup. Malinau No. 732 Tahun 2012; Perbup. Malinau No. 140
Tahun 2013; Perbup Malinau No. 144 Tahun 2013.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan sistematika sebagai
berikut. Diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan
Keuangan. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha



Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2013. Uraian Laporan Realisasi Anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan
sejumlah Rp 171.289.615.668,24. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp
446.276.591.539,37. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp
617.566.207.261,61. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
sejumlah Rp 0,00. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah
Rp 32.750.000,00. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp
32.750.000,00. Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 30 Desember
2013. Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013. Catatan atas laporan keuangan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran
peraturan daerah ini. Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (2).

CATATAN : - Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

- Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan di Kabupaten Malinau, 29
September 2014.



